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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia sedang melaksanakan pembangunan sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ini mencakup segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta agama. Pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan jangka panjang sekarang ini dirasakan sudah menjadi keharusan guna meningkatkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sangatlah bergantung kepada tekad bulat dan kemauan keras seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan segala pemerataannya di seluruh tanah air, perhatian khusus perlu diberikan kepada daerah-daerah yang relatif tertinggal, daerah minus dan daerah padat penduduk. Dimana hal tersebut juga merupakan bentuk upaya tidak langsung dalam mengatasai serta mengurangi arus perpindahan penduduk dari desa-desa ke kota-kota besar, yang pada umumnya disebut urbanisasi.

Pembangunan masyarakat pedesaan perlu terus ditingkatkan, terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan sendiri. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara bekembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatanpun terus-menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. 

Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Hal ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan denagn krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Keinginan menaggulangi kemiskinan di Indonesia bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Pada periode 1980-an, pemerintah pernah mencanangkan dua pokok kebijakan pembangunan yaitu pertama, mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan kedua, melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan di seluruh daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesempatan memperoleh keadilan.

Program pembangunan dilaksanakan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, melainkan juga memenuhi kepuasan batiniah. Hasil pembangunan diarahkan merata ke seluruh penjuru tanah air, bukan hanya dinikmati oleh segolongan masyarakat, dan dapat dirasakan oleh segenap masyarakat. Upaya penaggulangan kemiskinan sampai sekarang belum mencapai hasil yang diharapkan. Kemiskinan belum berkurang dan isu-isu ketimpangan semakin besar bahkan terus membengkak. 

Program pembangunan ekonomi ternyata tidak efektif, bantuan yang diberikan pemerintah tidak dapat menyentuh kelompok miskin yang merupakan tujuan/sasaran dari pembangunan tersebut. Di pedesaan, telah sejak lama terjadi suatu bentuk perubahan dari sistem pertanian yang sederhana menjadi sistem pertanian modern. Perubahan yang dimaksud disini ialah, dimana hasil pertanian dapat memenuhi kebutuhan nasional. Hasilnya telah mengangkat negara ini menjadi salah satu negara pengekspor beras terbesar di dunia dan menjadi negara yang berswasembada pangan.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memperkuat institusi lokal dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah. PPK dimulai pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis ekonomi dan perubahan politik di Indonesia. Pada saat ini, PPK telah memasuki fase ke tiga pelaksanaannya, dan diharapkan akan berlanjut sampai dengan tahun 2008.

PPK yang dimulai pada tahun 1998 kemudian berkembang menjadi program nasional yang berkembang dengan cepat. Pada tahap pertama, PPK menjangkau 501 kecamatan yang kemudian ditambah menjadi 271 kecamatan pada tahap kedua, dan penambahan kembali sekitar 257 kecamatan pada tahap ketiga. Dalam tempo tiga tahun terdapat dua kali lipat (97%) penambahan jumlah kecamatan sehingga semuanya menjangkau 984 kecamatan di 20 puluh provinsi atau sekitar 25% dari 4028 kecamatan yang ada di Indonesia.

Dana yang digunakan dalam PPK adalah dana pinjaman yang berasal dari Bank Dunia (IBRD Loan) sebesar US$225 juta dan US$1 juta untuk tahap persiapan. Sejak pertama tahun 1998-2002, proyek ini sudah membiayai 50.000 kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana fisik. Proyek ini juga diklaim memberikan manfaat bagi 35 juta rakyat miskin di dalam 2,8 juta desa. PPK tahap ketiga juga telah dimulai dan diperkirakan akan menelan biaya US$204 juta.

PPK sendiri ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kemampuan pemerintah di tingkat kecamatan di dalam menyusun proposal rencana pengembangan komunitas. Sebetulnya PPK tidak terlalu jauh berbeda dengan program-program bantuan dalam bentuk pinjaman atau hibah lain. Perbedaannya terletak pada proses penyusunan proposal dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, melalui serangkaian diskusi dalam forum warga mulai dari tingkat dusun, yang kemudian dikompetisikan antara berbagai desa dalam satu kecamatan seluruh proses ini dilakukan dengan prinsip partisipatif dan akuntabilitas. 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai implementasi Program Pengembangan Kecamatan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Untuk kajian tersebut, maka peneliti mengambil judul ”IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Bagaimana cara kerja PPK dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin ?
2. Bagaimana pengelolaan PPK dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin ?

3. Bagaimana penyaluran dan pencairan dana PPK dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin ?

4. Bagaimana pemantauan dan pengawasan kegiatan dan dana PPK yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin ?
1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PPK dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin, sedangkan tujuan dari Kuliah Kerja Lapangan ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara kerja PPK dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin.

2. Untuk mengetahui pengelolaan PPK dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin.

3. Untuk mengetahui penyaluran dan pencairan dana PPK dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin.

4. Untuk mengetahui pemantauan dan pengawasan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi kepentingan penulis, yaitu untuk mengetahui implementasi program pengembangan kecamatan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin.
2. Bagi kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan tambahan dan informasi bagi ilmu yang dipelajari dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bagi kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori pemberdayaan yang berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan solusi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin.

1.5 Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan sesuai dengan fokus penelitian, maka pada bagian ini penulis akan menjelaskan berbagai kerangka teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi sebagai berikut:
“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 2001:65).
Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi yang dimaksud disini yaitu bagaimana program pengembangan kecamatan dilaksanakan agar program tersebut dapat mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mereka mempunyai daya guna mencapai kebutuhan dan kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks pembangunan, istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dikemukakan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Berhubungan dengan hal tersebut, menurut Shardlow seperti yang dikutip oleh Roesmidi dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah:

“Pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka” (Roesmidi, 2006:3).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan pada intinya adalah untuk mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang ia harus lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahn yang ia hadapai, sehingga mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam mewujudkan cita-citanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan bukanlah proses sepihak, melainkan proses yang dijalankan untuk kepentingan bersama.

Menurut Payne seperti yang dikutip oleh Roesmidi dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat mengemukakan bahwa:

”Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya” (Roesmidi, 2006:3).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat kita lihat bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuatan atau kekuasaan baik antara individu, kelompok dan lembaga/organisasi. Di samping itu, pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat dimana mereka tinggal.
Kebutuhan pokok tidak mungkin dapat dipenuhi jika masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan serta tidak mempunyai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan mereka. PPK merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memperkuat institusi lokal dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Namun demikian, perencanaan yang baik harus sudah dapat menggambarkan proses evaluasi yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, mengacu pada program (PPK) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin:
a. Cara kerja
b. Pengelolaan

c. Penyaluran dan pencairan dana

d. Pemantauan dan pengawasan

(Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2006:3-7).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat kita lihat bahwa untuk dapat mengukur keberhasilan suatu program yang telah direncanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setidaknya ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti yang dikemukakan di atas. PPK merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasibuan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah mengemukakan bahwa:

”Program adalah sattu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang kongkret. Rencana ini kongkret, karena dalam program sudah tercantum, baik sasaran, kebijaksanaan, prosedur, waktu maupun anggarannya” (Hasibuan, 1996:103).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa program merupakan suatu rencana yang telah ditetapkan yang berorientasi pada tujuan tertentu, dalam hal ini PPK merupakan suatu program yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kemampuan pemerintah di tingkat kecamatan di dalam menyusun proposal rencana pengembangan komunitas. 
Berkaitan dengan masyarakat, karena pemberdayaan merupakan proses yang menyangkut hubungan antara individu, kelompok dan lembaga/organisasi yang ada di masyarakat, oleh karena itu proses pemberdayaan tidak terlepas dari peran masyarakat baik sebagai pelaku maupun sebagai tujuan dari pemberdayaan tersebut. Berhubungan dengan hal itu, masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat ”community” dalam bahasa Inggris atau juga komunitas. Secara etimologis ”community” berasal dari communitat.

Community mempunyai dua arti:

a. Sebagai kelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama.

b. Sebagai satuan pemukiman yang terkecil, di atasnya da kota kecil (town), dan di atas kota kecil ada kota atau kota besar (city).

(Talizi dalam Roesmidi, 2006:6).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat diartikan sebagai suatu kelompok yang menepat/tinggal di lokasi tertentu yang memiliki latar belakang kebudayaan dan sejarah yang sama. Pendapat lain mengemukakan bahwa komunitas diidentikan sebagai pemukiman kecil penduduk, bersifat mandiri (self contained) dan satu berbeda dengan yang lainnya.

a. Komunitas memiliki kesadaran kelompok (group consciousness) yang kuat.

b. Komunitas tidak terlalu besar sehingga dapat saling mengenal secara pribadi tapi tidak terlalu kecil sehingga dapat berusaha bersama secara efisien.

c. Komunitas bersifat homogen.

d. Komunitas hidup mandiri (self sufficient).

(Roesmidi, 2006:7).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode

Sesuai dengan masalah yang diteliti pada saat ini, berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam penelitian adalah berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusunan dalam melakukan penelitian dan pengamatan.
Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode ini menggambarkan atau menjelaskan sesuatu hal kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam memilih suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, (Nasir,1998:5)

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:
1. Studi Pustaka, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Oservasi, yaitu cara menghimpun data dengan melakukan praktek kerja lapangan langsung ke instansi yang terkait.

3. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan untuk informan atau nara sumber.
1.6.3 Analisis Data

Suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagiab-bagian, hubungan diantara bagian, dan hubungan bagian dalam keseluruhan. Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kuatitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan.

2. Sajian Data

Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan.

3. Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang dibuat perlu divertifikasi dengan cara melihat dan memepertanyakannya kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

1.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) Propinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 466, Telp. 022-7513586, Fax.022-7503664. Adapun jadwal penelitian yang telah direncanakan selama 6 bulan yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2005 yang terdiri atas:
1. Mengajukan surat ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) Propinsi Jawa Barat.

2. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan.

3. Pengumpulan data.

4. Penulisan laporan.

5. Pengumpulan laporan.

Tabel 1

Jadwal Penelitian
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